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PERATURAN OAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I% TAHUN 20OT 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGS 
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN JEPARRA 

DENGAN AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI JEPARA 

a. bahwa setagai pelaksanaan urus8n Peerintah daerah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, maka dipan0dang pertu untuk 
meryesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah 

b. bahws berdasarkan pertimbangan sebagaiman.a dirnak.sud 
hurut a pert ditetapkan Persturan Daerah tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Sekretariat Deerah dan Sekretariat Dewar 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jaw Tengah 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten0tang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55 Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nmnor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3890 

3. U0dang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nor0r4389) 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telat 
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20OS 
tentang Penetapan Persturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meniadi Undang­ 
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 4548 
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5. Undang-undang Nomor 33 Tahumn 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pust % 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomnor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 

6. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4262 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
ndonesis Tehun 200S Nm¢ 14 Tambahan Lembargue 
Negara Republik Indonesia Noror 4578 

8. Paraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 ttang Des.a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 
158 7ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4587) 

9. Peraturan Pererintah Nomor Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Midik Negara l Daerah (Lembarar 
Negara Republk Indonesia Tahun 2006 Nom6r 20 
Tabahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Noma 
4600 

Dengan Persetuiuan Bergara 

DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAEAH KABUPATEN JEPARA 

8UPATI JEPARA 

l 

enetapk.an 

ME MU TUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
SEKRETAIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPAA 

BANI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1, Daerah actalah Daerah Kabupaten Jepara 
2 Penerinta Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggars pererintahan daerah 
3 Bupati adalah Bupati Jepara 
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4 Dewan Petwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut D9RD al5lah 
Dewan erwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

5. Seiretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 
6. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
7Asisten adalah Asigten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
8. Sekretaria DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Jepara 
9 Sekretaris DPRD gdalah Sek@retaris Dewan Perwakilan Raleyat Daeah 

Kabupaten Jepara 
10. Perangkat Daerah adalan Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggungiarwab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggataae 
pemnerintahan yang terditi dari Sekretaris Daer.ah, Dings Daerah, Lembaga 
Telnis Derah, Kecarngtan dan Satuan Poligi Pamong Praia sesuai dengan Kebutuhan Daer at 

BAB IN 

PEMBENT(KAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibenue 
1 Sekretariat Daerah 
2 Sekretariat DPRD 

BAB IN 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNG9I 
SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Pertama 

Kecdudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 3 

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembant Pimpinan Pererintah Daer 
drpimpin oleh se0rang Sekretaris Daerah yang berada di bawah da 
bertang9ungiawab kepada Bupat 

Pasal 4 

Sekretariat Daerah merpunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas 
penyeIeng9a0an pem@nintahan, administrasi, 0organisasi dan tatalaksana $ens 
rem perikan pelayanan adrinistrati epada seluuh Perangkat Daerah 

Pasal 5 

Untuk melaksanakgn tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, Sekretariat 
Daerah menyelenggarakan fungi 
a. pengkoordinasian perumusan kebijak.an Pemetintah Daerah 
b penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
c pengelolaan sumber day.a apar at ur, euanga, pras.a an1a an saran.a Pererintah 

Daerat 
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d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas an 
funginya 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1)Seketariat Daerah terdirider 
a Sekretaris Daerah 

b Asisten Tata Praia, terdini dal 
) Bagian Pemerintahan Umum, terdini dart 

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umurn 
b) Sub Bagian Pertanahan 
0) Sub Bagian Kerjasama Daerah 

2) Bagian Hukum, terdiri dart 
a) Sub Bagign Perundang-undangan 
b) Sub Bagian Batuan dan Dokurnentasi Hukun 
c) Sub Bagian Pengkajjan dan Evaluasi Hukum 

3 Bagian Pemerintahan Desa, terdii dari 
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Dess 
b) Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa 
c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa 

4) Bagian informasi don Kamuniasi, terdiri dart 
a) Sub Bagian Media Massa 
) Su Bagian Hubungan Masyarakeet 
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi 

• Asisten Pereknormian dan Pembangunan, terditi at} 
1) Bagian Perekororian. terdii dar 

a) Sub Ragian Badan Usaha Milk Daerah dan Perbankan 
b) Sub Bagian Industri, Perdagangan. Koperasi dan Penanaman Modal 

dan Perhubungan dan Pariwisate 
c) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam dan Linglungan Hilu 

2) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdii dart 
a) Sub Bagian Pembangunan Fisik, 
b) Sup Bagian Pembangunan Non Fisk 
) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Laporae 

3) Bagian Kosejahieraan Masyarakat, tend dart 
a) Sub Bagian Keagamaan 
b) Sub Bagian Keseiahteraan dan Kesehatan Masyarakat 
) Sub Bagian Pendidikan dan Semi Buday.a 

4 8agisn Pemberdayaan Perempuan, Peruda dan Olah Raga. terdii cert 
a) Sub Bagian Pembertayaan Perempuan 
b) Sub Bagian Femuda dan Olah Raga 
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d. Asisten Adrinigtrasi, terdiridge 

1) Bagian Umum, terdiri dart 
a) Sub Bagian Protokol 
b) Sub Bagian Rumah Tangga 
c) Sub Bagian Tata Usaha an Sandi Telekorunikasi 

2) Bagiaa Organisasi dan Kepegawaian, terii dart 
a) Sub Bagian Kelembagaan 
b) Sub Bagian Ketatalaksanas 
c) Sub Bagian Kepegawaian 

3) Bagian Kuangan dan Asset terdint dari 
a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggarar 
b) Sub Gagian Pengendalian Keuangan 
) Sub Bagran Asset 

e. Kelmpok Jabatan Fungsional 

(2)4Masingmasing Bagian dipirpin oloh georang Kepala yang berada di bawah cg 
bertanggungiawab kepada Asisten yang membawshiny.a 

(3)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berade 
bawah dan bertanggungiawab kepada Keala bagian yang membawahinya 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipirnpin oleh gs&orang tenaga tungsional serigy 
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiarwa kepada Sekretarigs Daoral 

(5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daer ah sebagaimans dimaksud pace 
aryat (1) tercanturm dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahken dari Peraturan Daerah it 

BAB IV 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNG9 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH 

Bagian Pertea 

Keducdukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 7 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oln 
e0rang Sekretaris yang bertanggungiawab kepada Pimoinan DRD den scars 
administratif dibina oleh Sek@etaris Daerah 

Pasal 8 

Sekretariat DPRD rempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD 
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Pasal S 

ntuk merwelenggarakan tugas sebagaimane dimaksud alam Passi 8, Sekretariat DPRD mempunyai tungsi 
a men#asiitasi rapat anggota DPRD 
b pelaksanaan unusan tata usaha rumah tangga dan perjalangn dings angotg DPRD 
c. peryusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan Dppp 
d pengelolaan kKehurhas.an, keprOokolan, perpuStakaa dan dokumenasi 
e. pelaksenaan tugas lain yang diberikan oleh ipinan DPRD geguai denan togas dan fungsinya 

Bagian Kedue 

Susunan Orgarisasi 

Pasal 10 

(1)Sekretariat DRD terditi dgr 
a. Sekretaris DPRD 

b Bagian tJurm, terdiri ati 
1) Sub Bagian Urum 
2) Sub Bagian Keuangan 

Bagian Risalah dan Persidangan, terdin e 
1) Sub Bagian Risalash 
2) Sub Bagian Persidangan 

Bagian Perundang-undangan dan Protokol, terdii dari 
1)Sub Bagian Perun0dang-undangan 
2) Sub Bagian Humas dan Protokol 

e. Kelompok Jabatan Fungsior4 

2)Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepals yang berarda di bawah dar 
bertanggungiarwab kepada Sekretaris DPp 

(3)Msing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada n 
bawah dean bertanggungiarwab kepada Kepala bagian yang membawahinya 

(4)Kel0mpok Jabatan Fungional dipimpin oloh seorang tenaga fungsional serie 
yang diturijuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungiawab kepads Sekretaris DPO 

(5) Susunan Organisasi Seretanat pep sebagaimana dumak sud pada ayat t 
ercantum pada lampiran Il yang merupakan bagian tak terpisahkan e Peraturan Daerah ii 
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BAB V 

TENAGA AHLI 

Pasat 1f 

()Dalam elaksanakan tugasnya, Sek@retails DPp egat meyeliakan ten% ahli yang bertugas untuk membantu anggota DRD dalamn menial8rise fungsinya sesuai kemarpuan dan kebutuhan 
(2)Syarat-syarat, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain tentang pengangkatan darn 

pemberhentian tenaga ahli sebagaimana dimnaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD 

BAB VI 

TATA KER,JA 

Pasal 12 

Sekretaris Daerah dalgr menialankan tugsnyg bertangungiawab kepads Bupati 

Pasal 13 

Sekretaris DPRD Galam merjalankan tugasnya bertanggungiawab kepada Pimpingn DRD la sacra teknis administratif dibing oleh Set@retaris Daerah 

Pasal 14 

)Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD, Algee 
Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinaee 
tegrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesua dengan bidang tugasnya 

(2)Setiap Pimginan Satan Organisasi dalam fingkungan Seketariat Daerah dee 
Sektetgriat Dpp bertanggungiawab merrimpin dan mengkoordinagian 
bawahanrya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjk. petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

Pasal 15 

(1)Setiap Pimpinan dalarn gatuan organisasi wajib melaksanakan tugas da 
fungsinya dan bertanggungawab kepada atasan masing-masing gertg 
mnenyam paikan lap0ran tepat pada waktuy.a 

(2) Seti@p laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dani bawahannya 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut 
serta bahan pengambilan keptus.an 

Pasal 16 

(1)0alam hal Sekretsis Daerah berhalangan tidal tetap (sementar3), tugas 
tugasnya dilaksanakan oleh seorang Asisten di lingkungan Sekretariat Daerg 
yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhat#ken saran Sekretaris Daerah 

- 
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(2) Dalam hal Sekreta/is Daerah berhalangan tetap tugas-tugasnya dilaksanakan 
oleh s@orang peiabat yang ditunjuk oleh Bupai atas pertibangan dari Pimnoian 
DPepsmpai dengan diangkatnya Sek@retaris Daerah ifiitf 

Pasal 17 

(1)Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan tidak tetap (sementara), tugas. 
ugasnya dilaksanakan oleh salgh seorang Kepala Bagian di lingkungan 
Sekretariat DPRD gang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan saran 
Sekretaris DPRD gerta pertimbangan Fimpinan DPRD 

2) Dalam hal Sekretaris DRD berhalangan tetap, tugas-togasnya difaksanakar 
oleh seorang peijabat yang dtunjuk oleh Bupati atas pertimbangan ani Pimp.inan 
DPRD sapai dengan diangkatnya Sekretaris DPRD definitf 

BA8 VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

BAB VIN 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

deniang jabatan darn kepangkatan set.a susunan kepegawian ditentukan sesual 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berle 

BAB DX 

KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Daera ini mulai beraku, maka Peraturan Daerah Kabupatn 
Jepara Nomor 11 Tau 2003 t0tan Pembertukan Susu nan Oreawis.asi_ Te 
Pokok dan Fungsr Sekretanat Daerah dan Sekretanat DPRD Kabupaten Jepara dicabut darn diryatakan tidak berlaku 

Pasal 21 

Pelaksanaan 'ebih laniut dani Peraturan Daerah iri ditetapkan oleh Bupati gesual 
dengan ketertuan perundang-undangan yang berske 
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Pasal 22 

Peraturan Daerah ini mulai berth%u pada tanggal diundangkar 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Dagrah iri dengan penemnpstannya delsmn Lembaran Daer%h 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 13 qutu a0Dr 

BUPATI JEPARA 

.4 
er-FeNDRO MART0.JO 

' 
Dundangkan di Jepera 
pada tanggal a &ha e7 

SEKRE TARIS DAE RAH 

M EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR IT 

I 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMO I TAHUN 20OT 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNG8L 
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DOAERAH KABUPATEN JEPAERA 

PENJELASAN UMIM 

Dalarm fangka pelaksanaan uruSan wajib maupun urus.an pilihar 
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nmgr 3 
Tatun 2004 tentang Pereritahan Daerah, an hasil analisa beban kerja 
Perangket Daerah, maka perlu dilaksanak.an penyesuaia-penyeSuair 
terhadap kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalarnnya Kelembagaae 
Sekretariat daer ah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara. Urtuk itu perlu 
menetapkn pembentukan, susunan 0organisasi, tugas pokok dan fungsi 
Sek@retariat daerah dan Seketarigt DPRD Kgbupaten Jepara 

II. PENJELASAN PASALA DEMI PASAL 

- 

Pa#al 
cukup j8las 

Pasal 2 
cuup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Asa] 4 
cukup j0las 

Pasal 5 
cukup jelas 

Pasal 6 
ayat (1) 

cukup jelas 
ayat (2 

cutup j0ls 
ayat (3) 

cukup jelas 
ayat (4) 

yang dirnaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya ayat (5) 
cutup jelas 
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Pass 7 
Cukup jels 

Pgal 8 
cukup jelas 

Peal 9 
cukup jelas 

Pasal 10 
ayat (1 

cukup jelas 
ayat (2) 

Cukup jels 
ayat (3) 

ukup jalas 
yat (4) 

yang dirnaksud senior sdalah senior dalamn epangkatanrya ayat (5) 
cukup jelas 

Passl ff 
ukurp jelas 

Pasal 12 
cukup jeles 

Pasal 13 
cukup jelas 

BAA 14 
cul@up jels 

Pasal 15 
ukup jelas 

Pas4l 16 
cutup jelas 

Peal 17 
cu.up jelas 

Pa#al 18 
cu#up jelas 

Pesa 19 
cukup jelas 

Pasa! 20 
kup jelas 

Pasal 21 
cukup jelas 

Pasal 22 
ukup jelas 
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